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Abstrak
 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya

dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang

bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa tersebut diatur dalam Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam pengaturan

tentang BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut yakni terkait dengan konstruksi

yuridis dari BUM Desa sebagai suatu subyek hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum

yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan BUM Desa serta terkait

dengan kepailitan badan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil

penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, BUM Desa merupakan badan

usaha yang tidak berbadan hukum, namun dalam perkembangannya BUM Desa dapat menjadi badan usaha

yang berbadan Hukum. Kedua, BUM Desa dapat diajukan Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepalitian dan PKPU.

......Village Owned Enterprises (BUM Desa) are business entities whose capital is wholly or partly owned by

the village through direct investment originating from separated village assets aimed at the welfare of the

community. The existence of BUM Desa is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

However, there is a legal deficiency or vacuum in the regulation regarding BUM Desa in Law Number 6 of

2014 which is related to the juridical construction of BUM Desa as a legal subject in Indonesia. . This study

uses a normative juridical research method because this research tries to examine the legal norms contained

in the applicable laws and regulations related to BUM Desa and related to bankruptcy of business entities,

namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy

and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of the research that has been carried out can be

concluded that: First, BUM Desa is a business entity that is not a legal entity, but in its development BUM

Desa can become a legal entity. Second, BUM Desa can be filed for bankruptcy based on Law Number 37

of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law and

PKPU.)
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